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PUTUSAN 

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sbga. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam 

persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan 

Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat 

antara: 

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 09 Juni 

1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, 

tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 

xxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat. 

melawan 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 18 Desember 1983, 

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, 

tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat. 

Pengadilan Agama tersebut. 

Telah mempelajari berkas perkara. 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2024 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register 

perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sbga., pada hari itu juga mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang 

melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 

bertepatan pada 26 Rajab 1436 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Utara, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 

XXXXXX, tanggal 15 Mei 2015.  

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka 

sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak 

manapun juga dengan status Penggugat sebagai seorang janda dan 

Tergugat sebagai seorang duda.  

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 

berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan 

belum dikaruniai keturunan.  

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

menjalani mahligai rumah tangga di rumah kontrakan di XXXXXX 

Jakarta Utara, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat 

tinggal di XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hingga berpisah pada 

bulan Agustus 2018.  

5. Bahwa awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

sering cekcok namun sejak tahun 2018 semakin sering terjadi 

pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus hal tersebut 

dikarenakan: 

a. Tergugat suka bermain judi.  

b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras.  

c. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat 

bahkan tidak hanya itu Tergugat juga menyakiti fisik Penggugat 

hingga menimbulkan bekas memar pada fisik Penggugat.  

d. Tergugat sering memaksa Penggugat meminjam uang kepada 

keluarga, teman dan siapa saja yang Penggugat kenali yang mana 

uang tersebut dibutuhkan Tergugat dengan alasan menarik becak 

padah sebenamya uang tersebut Tergugat pergunakan untuk 

bermain judi dan mabuk-mabukan. 

e. Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat bahkan 

untuk sehari hari terkadang masih dibantu oleh keluarga Penggugat.  

6. Bahwa tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di 

XXXXXX, xxxx xxxxxxx namun setelah berjalan 6 (enam) bulan 
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Penggugat dan Tergugat tidak mampu melanjutkan pembayaran sewa. 

Akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat 

tinggal dan kembali ke keluarga masing-masing dan hingga kini antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya suami 

istri bahkan tidak ada upaya Tergugat untuk hidup bersama dengan 

Penggugat hingga gugatan ini dibuat.  

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat 

tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itupula Tergugat 

tidak pemah lagi mnejalani kewajibannya sebagai seorang suami dan 

begitu pula sebaliknya.  

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga 

Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi 

menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan 

hasil.  

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian.  

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Gugatan Penggugat telah 

memenuhi alasan peceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f 

lnpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara 

ini.  

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Sibolga cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 

ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.  

Disclaimer
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2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama 

Sibolga.  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  

Bilamana Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan 

mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aquo et bono).  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu 

halangan yang sah. 

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada 

dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 

A. Bukti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXX, atas nama Penggugat, 

tanggal 02 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxx, bukti P.1. 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX, tanggal 15 Mei 2015, 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk 

Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, bukti P.2. 
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B. Saksi-saksi 

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan 

dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat. 

− Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan 

suami istri yang sah. 

− Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat 

tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXX Jakarta Utara, 

kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di 

XXXXXX xxxx xxxxxxx. 

− Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 

anak. 

− Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 

2018 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran. 

− Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan 

pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

Tergugat malas bekerja dan sehingga tidak dapat menafkahi 

Penggugat bahkan untuk sehari hari terkadang masih dibantu oleh 

keluarga Penggugat.  

− Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat 

dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar sebanyak tiga kali.  

− Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 

lebih kurang sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, sampai saat ini 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi. 

− Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.  

− Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan 

sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi 

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. 
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2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan 

dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat. 

− Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan 

suami istri yang sah. 

− Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat 

tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXX Jakarta Utara, 

kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di 

XXXXXX xxxx xxxxxxx. 

− Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 

anak. 

− Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 

2018 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran. 

− Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan 

pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat. 

− Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat 

dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar. 

− Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu sampai saat ini Penggugat 

dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi. 

− Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.  

− Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan 

sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi 

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang. 
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan 

tanpa hadirnya Tergugat. 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir 

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 

149 ayat (1) R.Bg. 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara. 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH 

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi. 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan 

materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 

KUHPerdata, membuktikan sebagai berikut: 
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Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan 

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas 

Penggugat. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa 

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

ini. 

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan 

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 

perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 15 Mei 2015. 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in 

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai 

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak 

keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.  

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan/atau Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai 

hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga 
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Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar 

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat 

bukti. 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, 

terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak 

bertanggung jawab menafkahi Penggugat. 

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat 

dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu 

hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul 

lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing 

sebagaimana layaknya suami istri. 

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar 

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan 

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang 

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana 

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
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Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang 

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut: 

 

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia 

mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari 

suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi 

keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua.” 

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara 

Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada 

negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wa Nazhair 

karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Hakim 

yang menyatakan:  

    
Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan 

daripada mengejar yang mashlahat.” 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah 

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Sibolga adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sbga. 

‘iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya 

boleh melakukan akad nikah baru. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan. 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat. 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir.  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT).  

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).  

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I., 

sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama 

Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H., 

sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 
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Hakim, 

  

TTD  

 

Iwin Indra, S.H.I. 

 

 

Panitera Sidang, 

  

TTD 

 

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H. 

 

Rincian biaya: 

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00 

2. Proses : Rp. 50.000,00 

3. Panggilan : Rp. 15.000,00 

4. PNBP  : Rp. 20.000,00 

5. Redaksi : Rp. 10.000,00 

6. Meterai : Rp. 10.000,00 

 Jumlah  Rp. 135.000,00 

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) 

 

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh: 

Panitera Pengadilan Agama Sibolga, 

 

 

 

Danil Isnadi, S.H.I. 
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